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ABSTRAKSI 
 
Skripsi ini berjudul “Institusionalisasi Partai Politik (Studi Tentang 
Konsolidasi Internal DPD II Golkar Makassar Menjelang Pilwalkot 2013)”. 
Disusun oleh Ilham Prawansyah, Nim: E11106036, Program Studi Ilmu 
Politik dibawah bimbingan Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA. dan A. Ali 
Armunanto, S.IP, M.Si 
Penelitian ini membahas tentang proses konsolidasi internal Dewan 
Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya Kota Makassar menjelang 
Pemilihan Walikota Makassar 2013. Dinamika yang terjadi pasca turunnya 
rekomendasi terhadap pasangan calon yang akan diusung oleh partai Golkar 
menimbulkan masalah di internal partai. Penolakan terhadap keputusan 
partai berimbas pada terpecah-belahnya kader sehingga proses konsolidasi 
sangat dibutuhkan untuk kembali membangun soliditas partai dimana proses 
penguatan internal menuju berjalannya mesin partai agar dapat menuju 
sebuah kemenangan dalam Pilwalkot Makassar.  
Dasar dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kualitatif dengan paradigma Fenomenologi. Tipe penelitian ini 
adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan untuk menggambarkan 
fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian ini menggunakan pandangan 
Larry Diamond dan Richard Gunther tentang Institusionalisasi Partai Politik. 
Ada seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk melembagakan 
dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan peran dan fungsi 
yang sejatinya. Sedikitnya terdapat tiga bidang yang perlu diperhitungkan 
manakala pelembagaan pengembangan partai politik hendaknya 
dikedepankan, yaitu : keutuhan internal, ketangguhan organisasi, dan 
identitas politik partai.  
Institusionalisasi atau proses pelembagaan merupakan agenda 
penting bagi sebuah partai politik dalam menjalankan fungsi dan peran partai 
terlebih pada momentum politik dalam hal ini memenangkan kontestasi 
politik. Bila melihat kondisi Partai Golkar Makassar dalam menghadapi 
Pilwalkot Makassar, peneliti dapat melihat bahwa potensi perpecahan yang 
terjadi akibat penolakan kader di daerah terhadap pengambilan keputusan 
oleh DPP Partai Golkar akan berdampak pada perolehan suara di Pilwalkot 
Makassar 2013. 
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BAB. I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Partai politik baru muncul pada abad sembilan belas ditandai 
dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga perwakilan 
dan meningkatnya frekuensi pemilihan umum dan meluasnya hak 
mereka yang bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Ada 
alur-alur pendapat, kelompok-kelompok rakyat, masyarakat-
masyarakat yang dikelompokkan karena memiliki aliran filsafat 
tertentu, ada kelompok-kelompok di dalam parlemen, tetapi belum 
ada partai politik dalam artian sebenarnya. Namun menurut catatan 
para ahli pada tahun 1950-an semua negara bagian di dunia sudah 
memiliki partai politik.1 
Institusionalisasi partai merupakan salah satu cara pandang 
dalam mengamati partai terutama di negara berkembang yang 
masih mencari pola demokrasi yang baik. Melihat permasalahan 
yang dihadapi partai, bermasalahnya kinerja partai politik semata-
mata berdasarkan pelaksanaan dari berbagai fungsi yang melekat 
dalam diri organisasi ini atau tentang proses rekrutmen politik 
dalam partai. Namun, masalah itu dapat terlihat pula dari 
kelemahan partai mengelolah organisasionalnya, misalnya tentang 
betapa lemahnya disiplin partai ditegakkan. Terkadang partai tidak 
                                                             
1
 Bulkin, Farchan.1985 , Analisa kekuatan-kekuatan politik, Jakarta,penerbit LP3ES 
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mampu menjatuhkan sanksi yang tegas kepada kader yang 
melawan kebijakan partai sehingga partai tidak mampu secara 
menyeluruh dan utuh untuk kader kolektif dan solid menjalankan 
dan mengawal kebijakan partai hingga tercapainya tujuan. 
Partai Golkar telah membangun jaringan luas diberbagai 
provinsi di Indonesia tak terkecuali di Sulawesi Selatan, hal ini telah 
berlangsung dari masa orde baru dimana partai Golkar menjadi 
salah satu peserta pemilu dan menjadi kiblat masyarakat Sulawesi 
Selatan dalam partisipasi politik. Sulawesi Selatan yang dikenal 
dengan lumbung suara Partai Golongan Karya tak bisa dipungkiri. 
Melihat dari periode kepemimpinan Presiden Soeharto di zaman 
orde baru sampai zaman pahit di era reformasi pun Golkar sulit 
terkalahkan di Sulawesi Selatan. Hal ini terbukti ketika Pilpres yang 
lalu, meski Demokrat unggul secara suara nasional tetapi Golkar 
yang mengusung Jusuf Kalla tak terkalahkan di Sulawesi Selatan. 
Partai Golkar merupakan partai dominan di Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan hampir di seluruh kabupaten dan kota 
dikuasai oleh partai berlambang beringin ini. Makassar adalah kota 
di Sulawesi Selatan yang menjadi barometer bagi daerah lain di 
provinsi ini dikarenakan kedudukan Kota Makassar sebagai ibukota 
provinsi dimana pemerintahan dan perekonomian Sulawesi Selatan 
terpusat di Kota Makassar sehingga dinamika perpolitikan dan 
aspek-aspek lain akan mempengaruhi stabilitas politik dan 
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pemerintahan di daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan. 
Untuk Kota Makassar, Partai Golkar menjadi partai yang paling 
banyak mendudukkan anggotanya di DPRD Kota Makassar, 
tercatat 11 kursi dikuasai oleh Partai Golkar untuk periode 2009-
2014. Selain itu, Partai Golkar merupakan partai yang 
memenangkan pilwalkot Makassar dalam dua masa keperiodean 
lalu lewat Walikota Ilham Arif Sirajuddin, walaupun Ilham Arif 
Sirajuddin telah menyatakan keluar dari Partai Golkar sejak 2009 
dan bergabung ke Partai Demokrat.  
Menghadapi pilwalkot Makassar September 2013 nanti, DPD 
II Partai Golkar Kota Makassar melakukan penjaringan pasangan 
calon yang akan diusung. Penjaringan tersebut terbuka bagi kader 
Partai Golkar maupun di luar dari Partai Golkar. Beberapa nama 
dari internal partai yang menjadi kandidat untuk Partai Golkar yakni 
Supomo Guntur, Farouk M. Betta, A. Yagkin Padjalangi, Kadir 
Halid, dan Haris Yasin Limpo. Supomo Guntur adalah Ketua DPD II 
Partai Golkar Kota Makassar yang juga menjabat sebagai Wakil 
Walikota Makassar merupakan calon terkuat yang akan diusung 
Partai Golkar, setelah melihat tingkat elektabilitas yang paling tinggi 
diantara calon lain sehingga hampir pasti Supomo Guntur akan 
menjadi Calon Walikota Makassar dari Partai Golkar. 
Persaingan kemudian muncul kepada siapa yang akan 
mendampingi Supomo Guntur sebagai pasangan calon nantinya. 
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Beberapa nama berasal dari internal DPD II Partai Golkar Kota 
Makassar yakni Ketua Harian, Haris Yasin Limpo dan Sekretaris, 
Farouk M. Betta. Sedangkan Kadir Halid dan A. Yagkin Padjalangi 
adalah pengurus DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan. Dua nama 
menjadi perhatian yakni Haris Yasin Limpo dan Kadir Halid 
dikarenakan memiliki ikatan kekeluargaan dengan Ketua DPD I 
Golkar Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Koordinator Bappilu 
Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar Nurdin Halid. Namun potensi 
untuk menjadi kandidat yang akan diusung masih terbuka untuk 
semua tidak terkecuali Farouk M Betta yang dominan didukung 
oleh jajaran pengurus DPD II Golkar Makassar dan 14 Pimpinan 
Kecamatan Golkar Makassar. 
Bila melihat mekanisme yang ada di Partai Golkar, hanya 
untuk Calon Walikota Makassar saja nantinya akan ditentukan oleh 
rekomendasi dari DPP Partai Golkar setelah melakukan survey 
elektabilitas terhadap semua kandidat dan calon wakilnya sendiri 
kemudian menjadi domain antara DPP Partai Golkar dan DPD I 
Partai Golkar Sulsel dalam menentukan pasangan calon. Pada 
proses tersebut, mekanisme partai yang telah diatur dalam AD/ART 
maupun peraturan organisasi, sekirannya dapat dipahami oleh para 
kader partai sehingga perpecahan ditubuh partai tidak terjadi dan 
keputusan partai dapat diterima dan dijalankan. Dilain sisi, para 
pengambil kebijakan mampu untuk menjalankan mekanisme partai 
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secara profesional dengan mengutamakan kepentingan partai dan 
tidak berdasarkan pada kepentingan segelintir elit partai.  
Turunnya rekomendasi terhadap pasangan Supomo Guntur 
dan Kadir Halid dengan tagline (SuKa) menimbulkan perpecahan di 
internal Golkar Makassar. Hal ini dikarenakan kurang puasnya 
beberapa kader terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang 
memaketkan Supomo Guntur dan Kadir Halid. Penerimaan kader 
lebih tinggi bila Supomo Guntur dipaketkan dengan Farouk M, 
Betta atau Haris Yasin Limpo. Selain itu, majunya Irman Yasin 
Limpo (None) dalam pilwalkot Makassar yang tak lain adik kandung 
ketua umum DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin 
Limpo menjadikan peluang partai Golkar untuk solid di pilwalkot 
menjadi kecil dikarenakan beberapa kader yang kecewa terhadap 
keputusan DPP berpindah untuk mendukung Irman Yasin Limpo 
yang memiliki hubungan kuat secara emosional dengan beberapa 
kader Partai Golkar. Indikasi adanya perpecahanpun sampai pada 
hubungan DPD I Provinsi Sulawesi Selatan dimana kurang aktifnya 
ketua umum yakni Syahrul Yasin Limpo untuk memenangkan 
pasangan SuKa. 
Pada beberapa kasus pemilukada di Sulawesi Selatan, 
keputusan yang dikeluarkan oleh DPP Partai Golkar terkait 
rekomendasi calon sering berseberangan dengan kesepakatan 
ditataran DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, hal ini bisa dilihat 
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pada beberapa pemilukada yang telah dilaksanakan maupun yang 
akan dilaksanakan. Pilkada Bone salah satu contoh dimana 
kebijakan pusat sangat bertolak-belakang dengan kondisi di daerah 
sehingga menimbulkan konflik ditataran internal yang berujung 
pada penolakan dan pembangkangan keputusan partai. Bila 
bercermin pada kasus tersebut, keputusan partai pada pilwalkot 
Makassar harus sedini mungkin melihat potensi akan penolakan 
dan pembangkangan yang bisa saja melahirkan konflik di internal 
partai dan berujung pada kegagalan di pilwalkot nanti. 
Konsolidasi Internal yang dilakukan sebuah partai 
merupakan sebuah proses dimana proses penguatan internal 
menuju berjalannya mesin partai. Hal tersebut kemudian 
diakomodir untuk bisa menguatkan serta menjalankan mesin partai 
agar dapat menuju sebuah kemenangan dalam pemilukada 
walaupun tidak jarang kemudian di dalamnya terdapat dinamika-
dinamika yang dapat menimbulkan perpecahan di tubuh internal 
partai. Namun dalam proses itu, partai dapat mengidentifikasi 
perpecahan, mencari resolusi penyelesaian, dan menyatukan 
kembali persepsi dan tujuan partai dalam menghadapi kompetisi 
seperti pemilukada. 
Pemetaan relasi dan interaksi antara pengurus, kader dan 
anggota merupakan tiga elemen yang menentukan bagaimana 
konsolidasi organisasi dapat terwujud, sekaligus motor penggerak 
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dari dinamika internal maupun eksternal parpol. Jika internal partai 
terinstitusionalisasi, sebuah partai ibaratnya telah berada setengah 
jalan untuk bisa berinteraksi dan berkompetisi dalam sebuah sistem 
kepartaian. Artinya, tanpa pernah menata dirinya secara internal, 
jangan harap partai bisa menjalankan berbagai fungsi yang 
diharapkan oleh publik selama ini, pun berkompetisi dalam sebuah 
pemilu dengan kekuatan penuh. 
Kondisi dan dinamika dalam konsolidasi internal yang terjadi 
pada proses interaksi antara para kader melihat keputusan yang 
dikeluarkan terkhusus di kepengurusan DPD II Partai Golkar Kota 
Makassar dalam menjalankan fungsi maupun menghadapi sebuah 
kompetisi perebutan kekuasaan seperti Pemilihan Walikota 
Makassar melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian ini dengan judul “Institusionalisasi Partai (studi 
tentang Konsolidasi Internal DPD II Partai Golkar Makassar 
Menjelang Pilwalkot 2013)”. 
  
B. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas 
maka untuk memberikan gambaran kondisi institusionalisasi partai 
dalam melakukan konsolidasi internal pada saat menghadapi 
momen pemilukada, penulis mengajukan rumusan masalah yakni, 
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bagaimana dinamika konsolidasi internal di DPD II Partai Golkar 
Makassar menjelang Pilwalkot Makassar 2013? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang 
telah penulis uraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui derajat institusionalisasi dalam melakukan konsolidasi 
internal di tubuh DPD II Partai Golkar Makassar menjelang 
Pilwalkot 2013. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya dapat 
dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan, diantaranya : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi literatur yang 
berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan 
penelitian tentang Institusionalisasi Partai Golkar Kota 
Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan 
penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain. 
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BAB. II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Partai Politik 
Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi 
pada representation of ideas secara ideal dimaksudkan untuk 
mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan 
kompromi bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, serta 
menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara 
damai dan legitimasi. Karena itu, menurut Roger Soltau: 
”partai politik adalah sekelompok warga negara yang 
terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik 
dengan memanfaatkan kckuasaanya untuk memilih, 
bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan 
kebijakan mereka sendiri. ”2 
 
Roger Soltau mengkaji bahwa partai politik merupakan perantara 
yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-
ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi 
dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat 
politik yang lebih luas.  Partai politik merupakan salah satu pilar dan 
institusi demokrasi yang penting dalam membangun politik yang 
lebih berkualitas dan beradab. Partai politik dengan perbagai peran 
dan fungsinya diupayakan mampu meredam (bahkan 
menyelesaikan) berbagai persoalan yang muncul dalam 
masyarakat modern saat sekarang ini. 
                                                             
2
Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai, (PT. Tiara Wacana. Yogyakarta, 1998) hal. 12 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah 
suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya 
mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan 
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 
merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk 
melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka3. Kegiatan 
seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi 
politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela 
melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan 
pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tak 
langsung  dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-
kegiatan ini mencakup memilih dalam pemilihan umum, menjadi 
anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, 
kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti dewan 
perwakilan rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil 
rakyat yang duduk dalam badan itu.  
Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan 
kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, moril maupun 
materil. Cara mengemukakan keinginan rakyat melalui parpol ini 
mengandung pengertian adanya demokrasi. Dengan demikian, 
suatu partai politik hanya dapat ada dengan sesungguhnya jika ada 
sekurang-kurangnya satu kelompok lain yang menyainginya (Nurul, 
                                                             
3
 Budiardjo, Miriam. 2001, Dasar-dasar Ilmu Politik, hal 160, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 
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90-91). Hubungan partai politik dengan perilaku elit politik disini 
yaitu sebagai sebuah organisasi yang mementingkan keinginan 
rakyat, partai Golkar memiliki struktur organisasi, dimana ketua 
yang memiliki kewenangan penuh atas keputusan-keputusan yang 
akan diambil memiliki pengaruh besar terhadap kelangsungan dari 
partai itu sendiri dan lebih dari sekedar pengambil keputusan, 
adanya kepentingan antar elit sering juga mewarnai partai Golkar. 
1. Pengertian Partai Politik 
Miriam Budiardjo : Partai politik adalah suatu kelompok 
yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, 
nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah 
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan 
politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijkan-
kebijkan mereka4.  
Carl J.Friendrich : Partai politik adalah sekompok 
manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap 
pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan 
penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya 
kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil5.  
Sigmund Neumann : Partai politik adalah organisasi dari 
aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 
                                                             
4
 Budiardjo, Miriam.1988, Dasar-dasar ilmu politik, Jakarta, Gramedia. 
5
 Efriza, 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung, Alfabeta. Hal. 214 
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kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atau 
dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-
golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda6. 
Disini setiap partai politik merupakan kelompok yang dapat 
dibedakan dari kelompok lainnya. 
Giovanni Sartori : Partai politik adalah suatu kelompok 
politik yang mengikuti pemilu dan, melalui pemilu itu, mampu 
menempatkan calon-calon untuk menduduki jabatan-jabatan 
publik7. 
Defenisi partai politik yang berbeda dikemukakan oleh 
Frank J. Surouf. Dalam pandangannya, Surouf tidak terlalu 
menekankan pada aspek hakekat atau tujuan partai politik, 
tetapi lebih menekankan pada aspek organisasi dari partai 
politik. Dalam uraiannya Surouf menggambarkan partai politik 
sebagai raksasa politik berkepala tiga (Three-headed political 
giant)8.  
Surouf menggambarkan organisasi partai politik sebagai 
sebuah struktur sosial, dimana dalam tiap struktur kepartaian 
menjalankan fungsi, peran, tanggung jawab dan corak aktivitas 
yang beragam dalam sistem politik, serta saling berhubungan 
antara satu struktur dengan struktur yang lain. Ketiga struktur 
                                                             
6
 Sigmund Neumann.”Modern Political Parties” dalam comparative politics : A Reader, edited oleh  
Harry Eckstein dan David E. Apter, hal. 352 
7
 Efriza, 2012. Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung, Alfabeta, hal. 215 
8
http://mappellawa.blogspot.com/2008/11/partai-politik-defenisi-dan-fungsi.html. diakses pada 
tanggal 05-05-2013 
  
13 
 
tersebut antara lain; Partai dikantor pusat (Party in the central 
office), Partai dalam pemerintahan (Party in the goverment) dan 
partai pada akar rumput (Party in the Electorate).  
Party in the office menggambarkan organisasi formal 
partai politik, yang terdiri dari pemimpin partai, aktivis partai, dan 
anggotanya. Orang-orang berada dalam struktur ini, membuat 
dan memutuskan strategi yang digunakan dalam 
mempertahankan dan mengembangkan eksistensi partai. 
Mereka bekerja melalui komite, kaukus, konfrensi dan konvensi 
dan mereka dikontrol oleh hukum negara dan peraturan yang 
berlaku di dalam partai. 
Party in the government, merujuk kepada orang-orang 
partai yang berhasil menduduki jabatan publik, seperti presiden, 
gubernur, bupati atau anggota dewan yang berada diparlemen 
nasional maupun daerah. Orang-orang yang memegang jabatan 
ini berperan sebagai perpanjangan tangan partai dalam 
pemerintahan, dan bertugas untuk memperjuangkan 
kepentingan partai mereka dalam pemerintahan untuk 
dimasukkan dalam kebijakan pemerintah. 
Party in the electorate, merupakan struktur yang paling 
susah untuk digambarkan, terdiri dari orang-orang yang memiliki 
derajat loyalitas yang beragam terhadap partai, yang memilih 
untuk partai tersebut pada saat pemilihan umum tetapi tdak 
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menjalankan sebuah kegiatan yang aktif dalam partai politik, 
selain pada saat pemilihan umum berlangsung. Orang-orang 
dalam struktur ini adalah klien atau simpatisan dari partai, dan 
mereka hanya bertanggung jawab untuk memberikan suara 
mereka kepada partai politik dalam pemilu. Meskipun perannya 
tidak terlalu besar, tetapi pada struktur inilah partai politik 
menggantungkan harapan mereka untuk memperoleh jabatan 
dan menguasai pemerintahan. Mereka menentukan berhasil 
atau tidaknya sebuah partai untuk memenangkan sebuah posisi 
atau jabatan dalam pemerintahan. 
2. Fungsi Partai Politik 
Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu 
mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 
program–program yang disusun berdasarkan ideologi 
tertentu.Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi 
antara lain :9 
a) Sebagai Sarana Komunikasi Politik 
Dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi 
politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai 
penghubung antara yang memerintah dan yang 
diperintah.Menurut Signmund Neumann dalam 
hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik 
                                                             
9
Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Gramedia, Jakarta, 2000) hal. 163-164. 
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merupakan perantara besar yang menghubungkan 
kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga 
pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi 
politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.10 
Dalam melaksanakan fungsi ini partai politik tidak 
menyampaikan begitu saja segala informasi dari pemerintah 
kepada masyarakat atau dari masyarakat kepada 
pemerintah, tetapi merumuskan sedemikian rupa sehingga 
penerima informasi dapat dengan mudah memahami dan 
memanfaatkan. Segala kebijakan pemerintah yang biasanya 
dirumuskan dalam bahasa teknis dapat diterjemahkan dalam 
bahasa yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. 
Sebaliknya segala aspirasi, keluhan, dan tuntutan 
masyarakat yang biasanya tidak terumuskan dalam bahasa 
teknis dapat diterjemahkan oleh partai politik ke dalam 
bahasa yang dapat dipahami oleh pemerintah. Jadi proses 
komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat dapat 
berlangsung secara efektif melalui partai politik. 
b) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik 
Fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan 
citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan 
kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu 
                                                             
10
Http://Bimaaryasugiarto.Blogspot.Com/2008/03/Partai-Politik-Dan-Prospek.Html diakses pada 
tanggal 20-04-2013 
16 
 
mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan 
tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan 
menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan 
nasional. 
Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota 
masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap 
kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. 
Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara 
sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal 
maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan 
pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga 
maupun dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses ini 
masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-
norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai 
sarana sosialisasi politik, seperti sekolah, partai politik, dan 
pemerintah. Partai politik dalam sistem politik dapat 
menyelenggarakan proses sosialisasi politik pada 
masyarakat. 
c) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik 
Fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan 
kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin 
kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah 
satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader. 
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d) Sebagai Sarana Partisipasi Politik 
Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam 
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan 
kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana 
pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi 
untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak 
para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan 
partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses 
politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. 
Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik 
demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena 
dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari 
para warga dari pada aktivitas mandiri. 
e) Sebagai Sarana pengatur Konflik 
Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara 
Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, 
agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat 
menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan 
fungsi sebagai pengatur konflik. 
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi 
berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara 
berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, 
dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari 
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pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan 
pada musyawarah badan perwakilan rakyat untuk 
mendapatkan penyelesaian  berupa keputusan politik. Untuk 
mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan 
kesediaan berkompromi diantara para wakil rakyat, yang 
berasal dari partai-partai politik. 
Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-
citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara yang diwujudkan secara konstitusional. Perlu 
diterangkan bahwa partai berbeda dengan gerakan (movement). 
Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin 
mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 
politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu 
tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-
cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai 
tujuan yang lebih terbatas dan fundamentil sifatnya dan kadang-
kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan 
yang kuat di antara anggota-anggotanya dan dapat 
menumbuhkan suatu identitas kelompok (group identity) yang 
kuat. Organisasinya kurang ketat dibanding dengan partai politik. 
Berbeda dengan partai politik, gerakan sering tidak mengadukan 
nasib dalam pemilihan umum. 
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Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan 
(pressure group) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa 
ini, kelompok kepentingan (interest group). Partai politik 
bertujuanmemperjuangkan suatu kepentingan dalam skala yang 
luas melalui mekanisme pemilu, sedangkan kelompok penekan 
atau kelompok kepentingan yang lain seperti kelompok profesi, 
kelompok adat, organisasi kemasyarakatan hanya mengejar 
kepentingan-kepentingan sesaat dalam ruang lingkup yang lebih 
kecil serta melewati mekanisme politik formal seperti pemilu. 
 
B. Institusionalisasi Partai Politik 
Menurut Huntington (1968:12), pelembagaan atau 
institusionalisasi partai adalah sebuah proses pengorganisasian 
dan prosedur untuk mencapai stabilitas dan nilai tertentu. Samuel 
P. Huntington pernah mengutarakan bahwa: 
”partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi akan 
menjanjikan terbangunnya sistem demokrasi yang lebih 
baik.” 
Secara umum, pelembagaan partai politik dalam pengertian klasik 
Huntington adalah ketika organisasi langsung telah mendapatkan 
“value (nilai) dan stability (stabilitas)”. Jika partai politik telah 
berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai 
organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat 
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stabilitas internal, maka partai politik dapat dikatakan 
terlembagakan dengan baik.  
Dalam menjamin kemampuan memobilisasi dan 
menyalurkan aspirasi konstituen itu, struktur organisasi partai politik 
yang bersangkutan haruslah disusun sedemikian rupa, sehingga 
ragam kepentingan dalam masyarakat dapat ditampung dan 
diakomodasikan seluas mungkin. Karena itu, struktur internal partai 
politik penting untuk disusun secara tepat. Di satu pihak harus 
sesuai dengan kebutuhan untuk mobilisasi dukungan dan 
penyaluran aspirasi konstituen. Di pihak lain, struktur organisasi 
partai politik juga harus disesuaikan dengan format organisasi 
pemerintahan yang diidealkan menurut visi partai politik yang 
dimintakan kepada konstituen untuk memberikan dukungan 
mereka. Semakin cocok struktur internal organisasi partai itu 
dengan kebutuhan, makin tinggi pula derajat pelembagaan 
organisasi yang bersangkutan. 
Pelembagaan partai politik menurut Guillermo O‟Donnell 
melibatkan dua aspek penting, yaitu value infution (nilai 
pemasukkan) dan behavioral routinization (rutinitas perilaku). Value 
infution merupakan suatu proses dimana para anggota menggeser 
fokus dari tujuan-tujuan dan kepentingan individual yang spesifik ke 
arah tujuan-tujuan besar organisasi partai politik. Sementara itu, 
behavioral routinization terjadi kalau ada pola-pola organisasi yang 
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stabil, dimana aturan-aturan dan norma-norma secara formal dan 
informal tertanam di dalam pola-pola tersebut sehingga akan ada 
prediktabilitas dan reguritas perilaku dan ekspektasi-ekspektasi dari 
para anggota, pengurus partai, maupun masyarakat luas lainnya. 11 
Bukanlah usaha yang mudah untuk melakukan 
pengembangan kelembagaan partai politik pada masa transisional, 
setidaknya itu yang diuraikan oleh Larry Diamond dan Richard 
Gunther dalam bukunya Political Parties and Democracy12. Ada 
seperangkat cara yang perlu dilakukan oleh partai untuk 
melembagakan dirinya sendiri agar tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan peran dan fungsi yang sejatinya. Sedikitnya terdapat 
tiga bidang yang perlu diperhitungkan manakala pelembagaan 
pengembangan partai politik hendaknya dikedepankan, yaitu : 
1) Keutuhan Internal 
Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya 
pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya 
dialog dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya 
wacana yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan 
lahirnya faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan 
pengembangan partai politik ke depan. Karena itu, ada 
beberapa catatan penting guna menumbuhkan keutuhan 
                                                             
11
 Efriza, Political Explore, Alfabeta, Bandung 2012. Hal 240. 
12
Pengertian dan asal usul partai. http://www.scribd.com/doc/49993569/Parpol-Pengertian-Dan-
Asal-usul 
22 
 
internal partai; (1) mendorong dialog demokrasi di dalam tubuh 
partai,  (2) meresapi berbagai prinsip dan kebijakan internal 
partai, dan (3) memiliki mekanisme yang menjamin berlakunya 
proses dan prosedur yang benar ketika muncul pertikaian. 
2) Ketangguhan Organisasi 
Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk 
meraih konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya. 
Tujuan tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil 
menyebarkan sumber dayanya ke level-level yang lebih rendah 
daripada di tingkat Pusat/Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa 
ketangguhan partai politik di semua level adminitrasi 
pemerintahan perlu dibangun sedemikian rupa, sehingga 
sumber-sumber daya (manusia, finansial, serta metode) dapat 
bekerja demi kepentingan dan tujuan partai politik dalam jangka 
pendek dan jangka panjang.  
3) Identitas Politik Partai 
Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk 
mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang 
jelas dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, 
pelibatan anggota partai, serta program-program yang matang 
menjadi citra yang perlu dibangun dalam mengonstruksi 
identitas partai yang kuat. Dukungan suara pada partai politik 
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memerlukan strategi yang jitu dan konkret. Dan, salah satu jalan 
yang paling jitu dalam meraup dukungan pemilih adalah melalui 
mekanisme kampanye. Guna memaksimalkan perolehan 
dukungan dari para votels, partai politik harus mengorganisasi 
sumber daya-sumber daya internal partai. Untuk tujuan itu, 
partai politik harus memiliki gagasan yang jelas mengenai 
realisasi kebutuhan pemilih.  
Pelembagaan partai merujuk pada empat dimensi sistem 
institusionalisasi partai yang dikembangkan Mainwaring dan Scully 
(1995): Pertama, stabilitas kompetisi partai. Kompetisi partai yang 
tidak disertai institusionalisasi akan mempertinggi angka volatility 
dalam pemilu. Kedua, kedalaman akar partai dalam masyarakat. 
Partai memiliki wilayah pendukung utama yang tidak berubah 
setiap pemilu dan mempunyai ideologi yang mengikat. Akar partai 
dalam masyarakat ditentukan oleh program dan ideologi yang jelas 
dan dapat diterima masyarakat serta menyangkut hungungan 
antara partai dan pemilihnya. Lemahnya hubungan ideologi antara 
partai dan pemilih menjadi salah satu komponen yang 
memperlemah pengakaran partai di masyarakat. Ketiga, adanya 
legitimasi aktor-aktor politik terhadap partai. Mereka melihat partai 
sebagai sebagai bagian yang penting dalam demokrasi. Keempat, 
partai dianggap terlembaga apabila organisasi kepartaian bukan 
merupakan subordinasi dari kepentingan pemimpin-pemimpinnya. 
24 
 
Proses pelembagaan partai akan sangat dibatasi selama partai 
masih menjadi instrumen personal dari pemimpinnya.  
Vicky Randall dan Lars Svasan menyebutkan bahwa 
pelembagaan partai politik melibatkan setidaknya empat variabel 
penting, yaitu : systemness (kesistemannya), decisional autonomy 
(otonomi keputusan), value infusion (nilai pemasukan) dan 
reification.13 Proses pelembagaan ini mengandung dua aspek yaitu 
aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Apabila 
kedua aspek ini dipersilangkan maka akan dihasilkan sebuah tabel 
empat sel, yaitu (1) derajat kesisteman (systemnes) sebagai hasil 
persilangan aspek internal dengan struktural. (2) derajat identitas 
nilai (value infusion) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek 
internal dengan kultural. (3) derajat otonomi suatu partai dalam 
pembuatan keputusan (decisional autonomy) sebagai hasil 
persilangan aspek eksternal dan struktural. (4) derajat pengetahuan 
atau citra publik (reification) sebagai hasil persilangan aspek 
eksternal dengan kultural.  
1) Derajat Kesisteman (Systemness) 
Kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi 
partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut 
aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisrne yang disepakati 
dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Derajad kesisteman 
                                                             
13
 Efriza, Political Explore, Alfabeta, Bandung 2012. Hal 240. 
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suatu partai bervariasi menurut: (a) asal-usul partai politik, yaitu 
apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang 
disambut dari bawah; (b) siapakah yang lebih menentukan 
dalam partai: seorang peminpin partai yang disegani ataukah 
pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan 
mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu 
kesatuan; (c) siapakah yang menentukan dalam pembuatan 
keputusan: faksi-faksi dalam partai ataukah partai secara 
keseluruhan; dan (d) bagaimana partai memelihara hubungan 
dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan 
klientelisme (pertukaran dukungan dengan pemberian materi) 
ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).  
Titik terlemah partai politik di Indonesia adalah belum ada 
kesisteman dalarn suatu partai. Kebanyakan partai politik, 
termasuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan electoral 
threshold, memiliki derajad kesisteman yang rendah karena 
keempat indikator tersebut, tetapi terutama karena peran 
peminpin partai lebih dominan daripada kedaulatan anggota dan 
kepentingan faksi, kelompok dan golongan lebih dominan 
daripada kepentingan partai sebagai organisasi.  
Pemimpin yang dominan dalam suatu partai politik 
tidaklah dengan sendirinya buruk. Peran peminpin dominan 
akan menimbulkan akibat buruk apabila sang peminpin 
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menggunakan kharismanya untuk melanggengkan 
dominasinya, sedangkan peran dominan peminpin akan 
menimbulkan akibat yang positif bila sang peminpin 
menggunakan kharismanya membangun kesisteman dalam 
partai. Faksi, dan pengelompokan di dalam partai juga tidak 
dengan sendirinya buruk. Bila pengelompokan di dalam partai 
terbentuk atas dasar primordial, maka pengelompokan akan 
merusak solidaritas partai karena akan menimbulkan konflik 
zero-sum (yang menang mendapatkan semuanya, yang kalah 
tidak mendapatkan apa-apa). Akan tetapi bila pengelompokan 
berdasarkan perbedaan orientasi (pola dan arah) kebijakan, 
maka pengelompokan itu justru akan mendinamiskan partai 
karena konflik yang timbul justru non zero sum (menang-
menang alias semua kelompok menang).  
Untuk membangun kesisteman dalam setiap partai politik 
dapat ditempuh dengan „pasal‟ (undang-undang) tetapi dapat 
pula ditempuh dengan „pasar‟ (diserahkan pada penilaian warga 
masyarakat). Dalam rangka membangun kesisteman ini, pada 
UU Partai Politik perlu dimuat ketentuan yang mengharuskan 
setiap partai politik merumuskan AD/ART secara mendetail, dan 
ketentuan yang memuat jenis keputusan perihal apa saja yang 
harus diputuskan melalui rapat anggota. Setidak-tidaknya tiga 
isu harus diputuskan melalui mekanisme rapat anggota sesuai 
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dengan tingkatannya, yaitu (a) penentuan pengurus partai politik 
pada semua tingkatan, (b) penentuan calon partai politik untuk 
jabatan legislatif (DPR dan DPRD), eksekutif (Presiden/Wakil 
Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) dan jabatan 
publik lainnya, dan (c) penentuan kebijakan partai politik 
mengenai peraturan perundang-undangan, dan kebijakan publik 
pada umumnya.  
Setiap partai politik harus berangkat dari kerangka 
berpikir bahwa konflik niscaya akan terjadi dalam partai politik, 
setidak-tidaknya dalam ketiga isu yang disebutkan di atas. 
Karena itu partai politik dari sononya memang merupakan 
wadah konflik atau wadah mengatur dan menyelesaikan konflik 
setidak-tidaknya dalam ketiga isu tersebut. Bila mencermati 
peran eksternal partai politik, maka dapat disimpulkan bahwa 
partai politik juga merupakan peserta konflik dalam pemilihan 
umum dan dalam pembuatan keputusan di lembaga legislatif. 
Bahkan dari fungsinya, partai politik berfungsi menampung clan 
mengaggregasikan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan 
bertentangan menjadi suatu alternatif kebijakan publik. Dengan 
melaksanakan fungsi agregasi kepentingan ini, partai politik 
berarti juga berperan sebagai pihak yang menyelesaikan konflik. 
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2) Derajat Identitas Nilai (Value Infution) 
Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai poilitik 
berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu 
berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi 
anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan 
partai politik tersebut. Karena itu derajad identitas nilai suatu 
partai politik berkaitan dengan (a) hubungan partai dengan 
kelompok populis tertentu (popular bases), yaitu apakah suatu 
partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang 
didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, 
kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, 
komunitas kelompok etnik tertentu, dan (b) pengaruh 
klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai 
dengan anggota cenderung bersifat instrumentalis (anggota 
selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari 
partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan 
mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi 
terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis 
sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas 
nilai yang jelas. Partai buruh sesuai dengan namanya jelas 
memiliki basis sosial pendukung yang jelas buruh karena pola 
dan arah perjuangan partai itu memperhatikan kepentingan 
buruh, dan Partai Republik di Amerika Serikat memiliki basis 
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sosial pendukung yang jelas, yaitu kulit putih menengah ke atas 
beragama Protestan. 
3) Derajad Otonomi Keputusan (Decisional Autonomy) 
Derajad otonomi suatu partai politik dalam pembuatan 
keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar 
partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, 
pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, 
penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan 
massa (organisasi masyarakat): (a) apakah partai tergantung 
kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling 
tergantung (interdependen), dan (b) apakah keputusan partai 
ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan 
(linkage) yang memberi dukungan kepada partai. 
4) Derajad Pengetahuan Publik (Reification) 
Derajad pengetahuan publik tentang partai politik 
merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik 
tersebut telah tertanam pada imajinasi publik. Bila keberadaan 
partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik, maka 
pihak lain baik para individu maupun lembaga akan 
menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku 
mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajad 
pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah 
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partai tersebut. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas 
citra atau pengetahuan publik mengenai partai tersebut. Makin 
luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik 
dan penyelenggaraan negara, makin mudah bagi kalangan 
masyarakat untuk mengetahui partai politik tersebut. 
Institusionalisasi atau pelembagaan partai akan ditentukan 
oleh profesionalisme dan pengelolaan partai. Tidak hanya ketika 
menjelang pemilu, tetapi juga menyangkut rutinitas kegiatan partai. 
Pengelolaan dan profesionalisme tersebut terdiri dari beberapa 
aspek penting kehidupan partai. Termasuk dalam hal ini adalah 
pembangunan ideologi dan kebijakan, aturan main, kekuasaan dan 
latar belakang sosial anggota partai dan pemimpinnya, rekruitmen 
dan candidate yang duduk di legislatif, serta proses marketing dari 
partai tersebut. Keprofesionalan dari para staf partai yang 
menjalankan fungsinya sehari-hari menjadi elemen penting dalam 
pelaksanaan aspek-aspek di atas.  
Paul Webb dan Robin Kolodny mencatat tentang lingkup 
bagaimana partai yang profesional bekerja. Dibutuhkan staff yang 
profesional dalam menjalankan partai. Kampanye tidak hanya 
dilakukan ketika pemilu berlangsung, tetapi juga dilakukan secara 
berkesinambungan untuk membentuk dan mengartikulasi posisi 
konstituen. Efeknya, beberapa partai harus menjalankan 
pembagian fungsi-fungsi tertentu. Beberapa diantaranya adalah, 
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rekruitmen dan nominasi kandidat untuk pemilihan, melakukan 
penelitian terhadap kebijakan dan mempelajari strategi lawan politik 
dalam pemilu, pembangunan kebijakan, pengolaan dana untuk 
memenangkan pemilu, publikasi dan marketing kebijakan partai, 
mengukur opini publik dan mempelajari mobilisasi dukungan publik. 
Sedangkan jenjang atau tingkat profesionalisme tersebut bisa 
dibagi menjadi tiga yaitu amateurs yang terdiri dari anggota dan 
pekerja sukarela, profesional staff dan pengurus harian partai dan 
pada tinggat yang paling tinggi adalah konsultan profesional partai.  
C. Hukum Besi Oligarkis 
Robert Michels mengatakan “setiap kepartaian memiliki 
kekuasaan oligarkis yang didasarkan atas basis demokratis”. 
Penyebab utama oligarkis yaitu kebutuhan teknis yang mendesak 
akan kepemimpinan.14 Proses yang berawal dari konsekuensi 
diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai berujung dengan 
seperangkat kualitas yang diperoleh para pemimpin melalui 
keterkucilan mereka dari massa. Pada awalnya para pemimpin 
muncul secara spontan; fungsi-fungsi mereka adalah hiasan dan 
kurang penting. Tapi, setelah itu mereka menjadi pemimpin-
pemimpin profesional, dan pada tahap perkembangan yang kedua 
mereka menjadi stabil dan tidak dapat diganggu gugat. 
                                                             
14
 Efriza, Political Explore, Alfabeta, Bandung 2012. Hal 311. 
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Penjelasan mengenai fenomena oligarkis yang dihasilkan 
sebagian bersifat psikologis. Oligarki berasal dari transformasi 
psikis yang dialami pemimpin-pemimpin partai sepanjang hidup 
mereka. Namun lebih dari itu, oligarki tergantung kepada apa yang 
dapat dikatakan sebagai psikologi organisasi itu sendiri, yakni 
kepada kebutuhan-kebutuhan taktis dan teknis yang berasal dari 
konsolidasi setiap kesatuan politik yang berdisiplin. Secara singkat, 
hukum sosiologis paling fundamental dari partai-partai politik dapat 
dirumuskan sebagai berikut; “organisasilah yang melahirkan 
dominasi golongan terpilih atas pemilih, pemegang mandat atas 
member mandat, utusan atas pengutus. Barang siapa yang 
berbicara tentang organisasi, ia berbicara tentang oligarki”. 
Adapun prinsip-prinsip “Hukum besi oligarki” sebagai berikut; 
Pertama, partai sebagai suatu entitas dan bagian dari mekanisme, 
tidak selalu dapat diidentifikasikan dengan totalitas anggotanya dan 
juga dengan kelas yang memiliki partai itu. Karena partai pada 
awalnya dibentuk sebagai alat untuk mencapai tujuan pada 
akhirnya telah menjadi tujuan itu sendiri, serta dibekali oleh cara-
cara dan kepentingan-kepentingan, maka dari sudut pandang 
teologis partai terpisah dari kelas yang diwakilinya. Dalam realitas 
sering ada gap antara kepentingan-kepentingan massa yang 
menyatu dalam membentuk partai dengan kepentingan-
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kepentingan birokrasi dalam mana partai menjadi person di 
dalamnya. 
Kedua, penyebab utama oligarki dalam partai-partai 
demokratis adalah kebutuhan teknis yang mendesak akan 
kepemimpinan. Hal ini dimulai dari proses diferensiasi fungsi-fungsi 
dalam partai dilengkapi dengan hal-hal kompleks yang di dalamnya 
para pemimpin menentukan dirinya terpisah dari massa. Oligarki 
juga berasal dari transformasi-transformasi fisik dimana tokoh-
tokoh pemimpin partai memiliki jalan hidup mereka sendiri. Namun 
oligarki juga tergantung pada apa yang disebut psikologi organisasi 
itu sendiri. 
Ketiga, hukum sosiologis dari partai-partai politik “hukum 
besi oligarki” dengan ungkapannya yaitu “organisasi yang 
melahirkan dominasi oleh golongan terpilih atas pemilih, oleh 
pemegang mandat atas pemberi mandat, oleh utusan atas yang 
mengutus. Barang siapa yang berbicara tentang organisasi, ia juga 
berbicara tentang oligarki”. 
Keempat, setiap organisasi kepartaian mengetengahkan 
suatu kekuatan oligarki yang didasarkan pada basis demokratis. 
Dimana-mana ditemui kekuasaan yang hampir tak terbatas dari 
para pemimpin yang dipilih atas massa pemilih, disini struktur 
oligarkis telah mencekik prinsip dasar demokratis, penindasan 
seolah-olah merupakan suatu keharusan. 
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D. Kerangka Pemikiran 
Pemilihan Walikota Makassar 2013 menjadi agenda 
terpenting bagi Partai Golkar. Hal ini disebabkan Kota Makassar 
sebagai barometer perpolitikkan di Sulawesi Selatan dan akan 
mempengaruhi perolehan suara di pemilu 2014 mendatang. Partai 
Golkar Kota Makassar akan mengusung Supomo Guntur sebagai 
calon Walikota Makassar dengan tingkat elektabilitas yang dimiliki 
lebih tinggi dibanding calon kandidat lainnya seperti Farouk M. 
Betta, A. Yagkin Padjalangi, Haris Yasin Limpo, dan Kadir Halid. 
Sesuai mekanisme yang ada di Partai Golkar, DPP akan 
merekomendasikan kandidat calon walikota yang akan diusung 
setelah melakukan survey. Kemudian calon walikota nantinya akan 
mengirim 3 nama calon wakil walikota ke DPP melalui DPD I sesuai 
hasil survey untuk menjadi domain bagi DPP dan DPD I 
menentukan pasangan calon. 
Tarik ulur kepentingan bisa saja terjadi ketika melihat kondisi 
di internal Golkar saat ini. DPP cenderung memilih Kadir Halid 
sebagai calon wakil walikota yang akan mendampingi Supomo 
Guntur. Namun di tataran pengurus daerah yakni DPD I dan DPD 
II, Kadir Halid cenderung tidak mendapat dukungan melainkan 
Farouk M. Betta dan Haris Yasin Limpo yang lebih banyak menarik 
perhatian kader di DPD I dan DPD II hingga ke Pimcam. DPP harus 
bijak melihat aspirasi yang dihasilkan oleh pengurus di daerah 
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sehingga menghasilkan keputusan yang baik untuk semua lapisan 
partai tanpa melanggar mekanisme yang telah diatur dan 
mengedepankan proses demokrasi di internal partai. 
Institusionalisasi atau proses pelembagaan merupakan 
agenda penting bagi sebuah partai politik dalam menjalankan 
fungsi dan peran partai terlebih pada momentum politik dalam hal 
ini memenangkan kontestasi politik di tingkat pusat dan daerah. Hal 
ini pun yang menjadi faktor penting untuk DPD II Partai Golkar Kota 
Makassar dalam menghadapi pilwalkot 2013 dimana kondisi 
internal maupun eksternal partai dapat saling mendukung untuk 
pencapaian tujuan. Untuk mengukur sejauhmana sebuah partai 
terlembaga dengan baik maka perlu untuk melihat beberapa bidang 
yakni keutuhan internal, ketangguhan organisasi dan identitas 
politik partai. 
Pemetaan relasi dan interaksi antara pengurus, kader dan 
anggota merupakan core dari penelitian ini, karena tiga elemen 
itulah yang menentukan bagaimana konsolidasi internal partai 
dapat terwujud, sekaligus motor penggerak dari dinamika internal 
maupun eksternal parpol. Pentingnya seluruh kader, anggota 
maupun simpatisan untuk tetap mengutamakan kepentingan partai 
yaitu memenangkan partai Golkar di pilwalkot Makassar 2013 
sebagai acuan menuju pemilihan umum di tahun 2014 mendatang. 
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E. Skema Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DPD II PARTAI GOLKAR KOTA MAKASSAR 
REKOMENDASI PASANGAN CALON 
INSTITUSIONALISASI 
PARTAI POLITIK 
KONSOLIDASI INTERNAL 
PILWALKOT MAKASSAR 2013 
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BAB. III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Daerah yang menjadi objek penelitian adalah kota 
Makassar, alasan penulis mengambil lokasi penelitian di kota 
Makassar karena kota Makassar merupakan pusat pemerintahan 
Provinsi Sulsel sekaligus sebagai patron suara Partai Golkar pada 
setiap Pemilu dan Pemilukada, sebagian besar elit-elit dan kader-
kader partai Golkar berdomisili di kota Makassar serta kantor DPD 
II Partai Golkar Makassar yang menjadi tempat penelitian penulis 
berada di kota Makassar. Penelitian ini berfokus pada Pemilihan 
Walikota 2013 dalam hal ini lokus penelitiannya yaitu 
institusionalisasi partai pada dinamika internal dalam proses 
konsolidasi DPD II Partai Golkar Kota Makassar pada Pemilihan 
Walikota Makassar 2013.  
 
B. Tipe dan Dasar Penelitian 
Dasar dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam metode kualitatif 
terdapat beberapa paradigma salah satunya adalah Fenomenologi. 
Dalam fenomenologi, setiap individu secara sadar menerima suatu 
pengalaman yang secara sadar dikonstruksi sebagai bahan 
tindakan dalam kehidupan sosial. 
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Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian 
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argumen yang 
tepat. Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 
mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 
menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. tujuan 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun 
demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang 
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian 
deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk 
mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lain.  
C. Jenis Data 
Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada 
dua jenis data yakni: 
1) Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh melalu lapangan atau 
lokasi penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan 
informan dan observasi langsung. Penulis turun langsung ke 
daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam berbagai 
bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di 
lapangan. Data yang didapatkan adalah hasil dari wawancara 
penulis yang turun langsung di lokasi penelitian yaitu di Kota 
Makassar yang menjadi tempat domisili dari kantor DPD II 
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Golkar Makassar dan para pengurus Partai Golkar Makassar. 
Dengan demikian bisa memperkuat hasil penelitian tentang 
institusionalisasi partai dalam hal ini konsolidasi internal Partai 
Golkar menjelang Pemilihan Walikota Makassar 2013. 
2) Data Sekunder 
Dalam penelitian ini, penulis juga mencari sumber-sumber lain 
yang mendukung penelitian tentang insitusionalisasi partai. 
Penulis akan mengumpulkan Buku-buku yang berkaitan, Jurnal, 
Koran dan sumber yang bisa mendukung dan menguatkan hasil 
penelitian. Karena kualitas penelitian ini bisa menjadi lebih baik 
jika didukung dengan banyaknya data yang relevan yang bisa 
dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini. 
D. Penentuan Informan 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan 
dengan penelitian ini, maka penulis akan menggali informasi dan 
temuan dari informan yang akan diwawancarai. Penentuan 
informan dengan menggunakan purposive sampling yaitu informan 
dipilih berdasarkan tujuan penelitian dan pertimbangan lainnya. 
Adapun informan kunci dari pengurus DPD II Partai Golkar 
Makassar (ketua, wakil ketua, sekretaris atau yang mewakili) dan 
beberapa pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kota 
Makassar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah. 
1) Wawancara Mendalam (indepth interview)  
Penulis akan melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara 
(interview guide) agar wawancara tetap berada pada fokus 
penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat 
pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah 
informan yang benar paham dan mengetahui permasalahan 
yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk 
pengumpulan data ini terdiri dari komponen masyarakat, yaitu: 
a) Pengurus DPD II Partai Golkar Kota Makassar; 
b) Pengurus Pimpinan Kecamatan Partai Golkar di Kota 
Makassar; 
Alasan penulis memilih informan tersebut, karena dianggap 
paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang hendak 
diteliti. Pemilihan informan dan berubah sesuai dengan 
kebutuhan penulis dalam memperoleh data yang akurat. 
2) Studi Pustaka dan Dokumen 
Data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan oleh 
penulis adalah berbagai literatur-literatur yang berhubungan 
dengan penelitian ini. 
41 
 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis, antara lain: 
pengelompokan data, reduksi data, analisis isi (content analysis), 
Penarikan kesimpulan atau verifikasi dari hasil temuan yang 
diperoleh. 
1) Pengelompokan Data 
Tahapan ini merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh 
penulis dalam rangkaian analisis data, untuk mengelompokan 
hasil temuan, diantaranya hasil wawancara dari setiap informan, 
hasil studi pustaka yang dilakukan dan dokumen yang diperoleh 
penulis 
2) Reduksi Data 
Pada tahap ini dilakukan proses penyeleksian, pemfokusan, 
penyederhanaan serta pengabstraksian data dari MP3, field 
note dan pengamatan lainnya. Proses ini berlangsung 
sepanjang penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, 
kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas 
permasalahan dan menulis memo. Pada tahap ini juga penulis 
langsung melakukan transfer data ke dalam sebuah tulisan 
yang lebih teratur dan sistematis, sebagai upaya 
meminimalisasi reduksi data karena karena keterbatasan 
ingatan penulis. 
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3) Analisis isi 
Tahapan ini dilakukan berdasarkan hasil reduksi data dari setiap 
instrument penelitian yang digunakan untuk mendapatkan 
tingkat perbedaan dan hubungan atau korelasi dari setiap 
temuan baik hasil wawancara, studi pustaka dan dokumen. 
4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh penulis 
berdasarkan hasil analisis isi (content analysis) yang dilakukan 
untuk menperjelas hasil temuan selanjutnya diinterpretasikan 
dan disajikan. 
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BAB. IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum DPD II Partai Golongan Karya Kota Makassar 
Setiap partai politik dalam menjalankan kinerja butuh suatu 
kepengurusan dalam proses pelaksanaan pemilu. Partai Golkar 
memiliki kepengurusan di tingkat Pusat, provinsi, kab/kota. Di kota 
Makassar terdapat DPD I partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan 
dan DPD II Partai Golkar kota Makassar. Untuk membantu 
pelaksanaan kinerja dari DPP Partai Golkar, maka dibentuk 
kepengurusan DPD I partai Golkar Sulawesi Selatan diketuai oleh 
Syahrul Yasin Limpo dan DPD II partai Golkar Kota Makassar yang 
diketuai oleh Supomo Guntur. Adapun kepengurusan yang 
dibentuk oleh DPD II Golkar Kota Makassar untuk menunjang tugas 
dan fungsi partai Golkar di kota Makassar yakni sebagai berikut : 
Pengurus DPD II Partai Golongan Karya Kota Makassar 
Periode 2010-2014 
Ketua    : Drs. H. Supomo Guntur 
Ketua Harian  : Ir. H. Haris Yasin Limpo 
Wakil Ketua   : Drs. H. A. Hasir, HS 
 Wakil Ketua   : Ir. HM. Irianto Ahmad, MM 
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Wakil Ketua   : Drs. Iswan S. Utomo 
Wakil Ketua   : Rahman Pina, S.IP 
Wakil Ketua   : Dr. H. Rudhy Syahruddin, SH, Mba 
Wakil Ketua   : Drs. Misbahuddin, M.Si 
Wakil Ketua   : Drs. H. Saad Iranda Dollar 
Wakil Ketua   : Drs. M. Juniar Arge 
Wakil Ketua   : Ir. H. Burhanuddin Odja 
Wakil Ketua   : Dra. Hj. Asmaeny Azis, M.Si, MM 
Wakil Ketua   : Drs. HM. Saleh Manda 
Wakil Ketua   : Asdar Tukan, S.Sos 
Wakil Ketua   : Dr. Abd. Thalib Mustafa, M.Si 
Wakil Ketua   : H. Nasran Mone, S.Ag, MM 
Wakil Ketua   : Ir. M. Rifad Suaib, MSc 
 Wakil Ketua   : A. Malombassi Hamka, SS 
Sekretaris   : Ir. Farouk M. Betta, MM 
Bendahara   : Ir. A. Nurman M, M.Si 
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B. Gambaran Umum Partai Golongan Karya 
1. Perspektif dan program partai 
Partai Golkar mencoba memantapkan doktrin dan program 
perjuangannya dalam sebuah kerangka yang mereka sebut 
sebagai “paradigma baru”. Berikut adalah kerangka pandangan 
dan program seperti yang disebutkan dalam dokumen-dokumen 
partai Golkar. 
a) Asas 
Golkar mempunyai 5 asas dalam berpartai politik yaitu : 
1) Asas kepemimpinan Pancasila 
2) Asas demokrasi Pancasila 
3) Asas kesimbangan antara kepentingan umum dan 
kepentingan pribadi/kepemimpinan golongan 
4) Asas kekeluargaan dan gotong royong 
5) Asas tidak kenal menyerah dalam perjuangan 
b) Tujuan Partai 
1) Mempertahankan, mengamankan, mengamalkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
2) Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 
3) Menciptakan masyarakat adil dan makmur merata 
materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-
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Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 
4) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka 
mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila yang 
menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, 
hukum, dan hak asasi manusia. 
2. Platform 
Platform yang dimaksudkan di sini adalah landasan tempat 
berpijak, yaitu wawasan-wawasan yang menjadi acuan dan 
arah dari mana dan ke mana perjuangan Partai Golkar hendak 
menuju. Platform merupakan sikap dasar yang merupakan 
kristalisasi dari pemahaman, pengalaman dan kesadaran 
historis Partai Golkar dalam menyertai bangsa membangun 
masa depan. 
Pertama: Partai Golkar berpijak pada landasan tetap tegaknya 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai 
konsekuensi dari pijakan ini maka Partai Golkar berwawasan 
kebangsaan yaitu suatu wawasan bahwa bangsa Indonesia 
adalah satu dan menyatu.  
Kedua: Partai Golkar adalah partai majemuk (pluralis), dalam 
artian Partai yang menampung kemajemukan bangsa 
Indonesia. Bagi Golkar kemajemukan adalah anugerah Tuhan 
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yang membentuk mozaik keindonesiaan yang sangat indah dan 
mempesona yang berbudi luhur dalam semboyan Bhinekka 
Tunggal Ika. Komitmen ini akan dipertahankan oleh partai 
Golkar sepanjang masa. 
Ketiga: Golkar adalah partai yang berkomitmen pada 
demokrasi. Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi 
Indonesia, yaitu demokrasi yang dilandaskan pada prinsip dan 
nilai Pancasila. Golkar baru menjunjung tinggi demokrasi dan 
kebebasan yang memperkokoh dan memperkukuh persatuan 
dan kesatuan bangsa Indonesia. 
Keempat: Golkar adalah partai yang berjuang unutk 
mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai upaya mewujudkan 
salah satu tujuan nasional. Peningkatan kesejahteraan itu 
diwujudkan antara lain dengan meningkatkan taraf hidup dan 
kecerdasan rakyat secara menyeluruh. Dengan sikap ini Golkar 
mempertegas keberpihakan pada rakyat. 
Kelima: Golkar adalah partai yang berkomitmen pada 
penegakan hukum, keadilan dan hak-hak manusia. Sebagai 
partai politik yang hidup di negara yang berdasarkan hukum, 
maka Golkar senantiasa mengupayakan supremasi hukum di 
segala bidang. 
Keenam: Golkar adalah partai yang senantiasa mendasarkan 
gerak langkahnya pada nilai-nilai etika dan moralitas 
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berdasarkan ajaran agama. Etika adalah moralitas dan saripati 
agama serta buah dari keberagaman itu sendiri. Dengan 
komitmen ini Golkar menempatkan keimanan dan ketakwaan 
sebagai salah satu asas pembangunan. Dalam persepsi yang 
demikian maka agama memiliki fungsi motivatif, inspiratif, dan 
sublimatif.  
Ketujuh: Golkar adalah partai dalam setiap gerak langkahnya 
senantiasa berpijak pada wawasan pembaharuan dan 
pembangunan yang telah menjadi sikap dasar Golkar sejak 
kelahirannya, bahkan menjadi salah satu butir dari nilai-nilai 
dasar Golkar seperti yang tercantum dalam Ikrar Panca Bhakti 
Golongan Karya. 
Kedelapan: Golkar adalah pelopor pembaharuan dan 
pembangunan. Sikap dasar ini membawa Golkar senantiasa 
mendorong gerakan reformasi secara menyeluruh yang 
dilangsungkan secara gradual, incremental dan konstitusional. 
 
C. Visi dan Misi Partai Golongan Karya 
1. Visi 
Adapun visi Partai Golongan Karya sebagai berikut: 
a) Golkar adalah partai terbuka bagi segenap golongan dan 
lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang 
agama, suku, bahasa dan status sosial ekonomi. 
49 
 
b) Golkar adalah partai mandiri yang merupakan organisasi 
kekuatan sosial politik yang mampu mengambil setiap 
keputusan politik dan kebijakan organisasi tanpa campur 
tangan atau intervensi dari siapa pun atau pihak manapun. 
Partai Golkar adalah Partai independen, baik secara 
struktural maupun kultural. 
c) Golkar adalah partai demokratis, Sebagai partai yang 
demokratis Golkar senantiasa baik secara internal maupun 
eksternal betul-betul menjadi pelopor tegaknya kehidupan 
politik yang demokratis dan terbuka. 
d) Golkar adalah partai moderat, sebagai partai yang moderat 
Golkar senantiasa mengutamakan posisi tengah (moderat) 
dan tidak berorientasi ke kiri atau ke kanan secara ekstrim. 
Dengan demikian partai Golkar baru mengembangkan sikap 
non-sekretarian bahkan dapat dikatakan anti sektaria. Visi 
politik moderat adalah visi yang dianggap paling tepat 
dengan menyadari kenyataan sosiologis dan politis dari 
masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. 
e) Golkar adalah partai yang solid, sebagai partai yang solid 
Golkar secara utuh dan kukuh senantiasa mendayagunakan 
potensi yang dimilki secara sinergis. Dengan visi ini, Golkar 
melakukan konsilidasi organisasi baik secara vertikal 
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maupun horizontal dengan mengembangkan manajemen 
organisasi yang modern dan canggih. 
f) Golkar adalah partai yang mengakar. Sebagai partai yang 
mengakar Golkar senantiasa mengupayakan agar para 
anggota dan kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah 
berdasarkan azas prestasi, bukan berdasarkan atas azas 
kolusi dan nepotisme.  
g) Golkar adalah partai yang responsif. Sebagai partai yang 
responsif Golkar senantiasa peka dan tanggap terhadap 
aspirasi dan kepentingan rakyat, serta konsisten untuk 
memperjuangkan keputusan politik yang bersifat publik dan 
menguntungkan seluruh rakyat tanpa membedakan latar 
belakang, suku, etnis, agama, bahasa, aliran dan 
kebudayaan. 
Berdasarkan ketujuh visi baru Partai Golkar tersebut, maka 
sejatinya kekuasaan itu pada dasarnya bersumber dari kita dan 
kita bukan perpanjangan tanpa kekuasaan. Dengan visi yang 
demikian Golkar baru menolak apa yang dituduhkan beberapa 
kalangan yang menggangap Golkar sebagai mesin pengumpul 
suara dari pemerintah (the ruler’s party) seperti dalam 
paradigma lama. Partai Golkar adalah partai baru yang terus 
mereformasi dirinya untuk menuju the rulling party atau partai 
yang darinya kekuasaan bersumber. Pola hubungan antara 
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partai Golkar dengan pemerintah dapat dikembangkan atas 
dasar hubungan fungsional antara infra dan supra struktur 
politik yang mempunyai keterkaitan erat. Rumusan hubungan 
tersebut secara sederhana dapat dikatakan hubungan yang 
bersifat konstruktif korektif atau korektif konstruktif. Dengan 
gambaran visi baru partai Golkar tersebut diharapkan setiap 
anggota dan kader yakin bahwa partai Golkar adalah partai 
yang besar, partai yang kuat, dan partai yang selalu berakar di 
hatinya rakyat Indonesia. 
2. Misi 
Misi Partai Golkar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai sebuah 
partai politik modern yaitu: 
a) Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, 
mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta 
kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang 
bersifat publik. 
b) Melakukan rekruitmen kader-kader yang berkualitas melalui 
sistem prestasi (merit sistem) untuk dapat dipilih oleh rakyat 
untuk menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan 
publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para 
kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya 
pemerintahan untuk diabadikan sepenuhnya bagi 
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. 
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c) Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik 
yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap 
berbagai pikiran, aspirasi dan kritik masyarakat. 
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BAB. V 
PEMBAHASAN 
 
Dinamika Konsolidasi Internal DPD II Partai Golkar Kota Makassar 
Menjelang Pilwalkot 2013 
Partai Golkar dituntut untuk mampu bersinergi dengan 
lingkungan dimana dia tumbuh. Jika tidak, maka dia akan 
ditinggalkan sebagai partai yang konvensional. Dalam kaitan itu, 
maka semangat demokratisasi dalam tubuh partai harus betul-betul 
dilaksanakan secara konsisten. Semangat demokratisasi itu 
tercermin pada etika dan itikad partai memberi kesempatan kepada 
semua kader untuk berkompetisi pada momen-momen politik, 
dalam hal ini mengusung pasangan calon dan proses pemenangan 
pada Pilwalkot Makassar 2013 yang nantinya akan mampu 
memenangkan dan merebut kursi Walikota dan Wakil Walikota 
Makassar sehingga partai Golkar dapat sukses dalam perolehan 
suara di Pemilu 2014 nantinya, dengan memenangkan pemilukada 
di Provinsi Sulawesi Selatan salah satunya Kota Makassar yang 
menjadi pusat pemerintahan dan barometer perpolitikan 
kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.   
Konsolidasi Internal yang dilakukan sebuah partai 
merupakan sebuah proses dimana proses penguatan internal 
menuju berjalannya mesin partai. Hal tersebut kemudian 
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diakomodir untuk bisa menguatkan serta menjalankan mesin partai 
agar dapat menuju sebuah kemenangan dalam proses pemilu 
maupun pemilukada. Dinamika yang terjadi di tataran internal partai 
politik menjadi salah satu agenda terpenting dalam proses 
konsolidasi. Salah satu contoh yaitu penyelesaian konflik internal 
yang disebabkan perbedaan pendapat dalam melihat kebijakan dan 
keputusan partai sering berujung pada aksi perlawanan dan 
pembangkangan sehingga berpotensi terjadi faksionalime di 
internal partai itu sendiri. Bila partai tidak dapat menjalankan 
konsolidasi internal dengan mengutamakan penyelesaian konflik di 
internal akan berdampak pada perolehan suara dan legitimasi 
terhadap partai. 
Terpilihnya pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid 
sebagai pasangan calon yang akan mengendarai partai Golkar 
pada Pilwalkot Makassar merupakan keputusan partai yang mutlak 
dan wajib didukung dan dikawal seluruh kader dan simpatisan 
partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan dan utamanya para 
kader yang berada di Kota Makassar. Dinamika yang terjadi setelah 
turunnya keputusan dari DPP Partai Golkar menjadi gambaran 
yang akan diuraikan kemudian oleh peneliti. Dinamika yang terjadi 
tentunya akan sangat berpengaruh terhadap gerak dan manuver 
politik yang akan dijalankan oleh partai Golkar sebagai institusi 
politik maupun pasangan calon sebagai kontestan dalam pilwalkot.  
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Adapun permasalahan yang muncul ketika turunnya 
keputusan DPP Partai Golkar tentang dukungan terhadap 
pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid yaitu reaksi dari 
beberapa pengurus dan anggota yang tidak sepakat dengan hasil 
keputusan tersebut, seperti yang diutarakan oleh Pimpinan 
Kecamatan Ujung Tanah, Rafiuddin Kasude yang mengatakan : 
“Hampir seluruh pimcam di bawah kepengurusan DPD II 
Golkar Makassar lebih menginginkan Pak Aru (Farouk M. 
Betta) yang akan mendampingi Pak Supomo oleh karena itu 
saya tentunya heran mengapa malah Pak Kadir yang 
diputuskan oleh DPP mendampingi Pak Supomo, apakah 
keputusan ini lahir dari mekanisme yang ada atau hanya 
keputusan sepihak, itupun saya kurang paham yang jelas 
saya dan teman-teman kurang sepakat serta akan 
mempertimbangkan keputusan tersebut untuk kami 
dukung”15 
 
Dari wawancara di atas, penulis melihat bahwa adanya 
kader yang kurang dapat menerima keputusan DPP Golkar terkait 
dukungan ke pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid. Hal itu 
terkait dengan dugaan bahwa keputusan merekomendasi 
pasangan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di 
Partai Golkar, beberapa kader melihat adanya kejanggalan karena 
terpilihnya Kadir Halid sebagai pendamping Supomo Guntur 
terkesan dipaksakan dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan 
misalnya tingkat elektabilitas Kadir Halid lebih rendah bila 
dibandingkan dengan Farouk M. Betta. Kecurigaan akan adanya 
keputusan yang sarat dengan oligarki di partai karena posisi Kadir 
                                                             
15
 Wawancara langsung Rafiuddin Kasude pukul 11.20 pada tanggal 03 Agustus 2013 
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Halid yang merupakan adik kandung dari Koordinator Bapilu 
Wilayah Sulawesi DPP Partai Golkar yakni Nurdin Halid. 
Pengambilan keputusan terkait rekomendasi usungan telah 
diatur dengan jelas di juklak Partai Golkar bahwa calon yang akan 
diusung dalam suatu kontestasi politik semisal pemilukada harus 
berdasarkan mekanisme yaitu mengutamakan survey elektabilitas 
calon yang akan diusung. Hal ini dibenarkan oleh Kepala 
Sekretariat DPD II Partai Golkar Makassar, bapak Usman M. 
Sadjin, SE MM, AK yang mengatakan bahwa : 
“….pada juklak yang menjadi aturan main atau mekanisme 
telah disepakati bersama bahwa unsur yang menjadi faktor 
utama dalam penilaian yaitu survey elektabilitas calon…”16 
 
Hal senada diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD II Golkar 
Makassar, bapak Iswan S. Utomo yang mengatakan bahwa : 
“Di Golkar ada tahapan dan mekanisme yang diatur dalam 
mengusung pasangan calon kepala daerah termasuk 
penentuan calon wakil walikota yang akan mendampingi 
calon walikota juga harus berdasarkan survei simulasi yang 
telah dilakukan, intinya harus berdasarkan survey”17 
 
Jelas dari wawancara di atas, Partai Golkar memiliki 
mekanisme atau aturan yang telah disepakati dan diatur dalam 
sebuah Juklak tentang mekanisme penetapan pasangan calon 
Walikota dan Wakil Walikota. Dari sini bisa dilihat Partai Golkar 
merupakan partai yang telah memiliki aturan yang sangat jelas 
sebagai petunjuk pelaksanaan atau panduan dalam membuat 
                                                             
16
 Wawancara langsung Usman M. Sadjin, SE, MM, AK pukul 14.00 pada tanggal 20 Agustus 2013 
17
 Wawancara langsung Iswan S. Utomo pukul 14.40 pada tanggal 20 Agustus 2013 
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keputusan sehingga dalam pelaksanaannya dianggap sangat perlu 
aturan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh 
tanggungjawab oleh para pengambil keputusan dalam hal ini 
domain DPP dan DPD Partai Golkar. 
Kegagalan manajemen parpol dapat dipersalahkan pada 
hampir tidak adanya prosedur demokratis di dalam partai politik. 
Segala keputusan penting dan strategis diserahkan sepenuhnya di 
tangan pimpinan partai. Implikasinya, ketika hal-hal penting dan 
strategis ini bersinggungan dengan hak-hak demokratis dari 
pengurus di daerah, atau anggota partai, seringkali pimpinan 
bertindak otoriter dan mengabaikan aspirasi dari anggota demi 
kepentingan partai. Keputusan pimpinan partai bersifat final dan 
mutlak dan tidak dapat ditantang secara demokratis. Sebagai 
tambahan, pemberlakuan hukuman tidak lain diperuntukkan 
sebagai tindakan penangkal, sebuah pencegahan terhadap 
tindakan serupa yang mungkin dilakukan oleh anggota atau 
pengurus daerah partai di tempat lain. 
Bila melihat permasalahan di atas peneliti dapat 
berkesimpulan bahwa proses yang ada di Partai Golkar telah 
memiliki aturan yang jelas namun kondisi internal dalam penentuan 
suatu hasil (input) yang akan menjadi kebijakan partai masih 
menjadi kewenangan elit tertentu. Hal ini tentunya kontradiksi 
terhadap proses institusionalisasi di Partai Golkar, disebabkan 
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pengambilan keputusan lebih mempertimbangkan kemauan dan 
kepentingan sebagian faksi atau kelompok di internal partai tanpa 
melihat mekanisme “pasar” yaitu tingkat elektabilitas dan 
popularitas suatu calon di masyarakat umum maupun kader partai 
serta simpatisan  ditataran grassroot (party in the electorate). 
Kesisteman (Systemness) adalah proses pelaksanaan 
fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan 
menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisrne yang 
disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. 
Institusionalisasi partai politik menurut Vicky Randall dan Lars 
Svasan, dalam derajat kesisteman suatu partai harus memiliki 
suatu produk atau kebijakan hukum yang nantinya menjadi rujukan 
atau panduan dalam melaksanakan agenda-agenda partai yang 
dimana diketahui oleh semua anggota partai dan dilaksanakan 
demi terciptanya stabilitas internal agar soliditas kader dapat 
terjaga dalam mengawal suatu keputusan yang dikeluarkan partai. 
Ketidak-sepakatan beberapa kader terhadap keputusan DPP 
Golkar di Pilwalkot Makassar menurut beberapa pengurus DPD II 
Golkar Kota Makassar hanyalah sebagai suatu respon yang biasa 
ada pada suatu momen politik. Keputusan DPP yang terkesan lari 
dari mekanisme yang diatur tentunya tidak menjadi beban karena 
hal ini telah diputuskan dan wajib untuk dilaksanakan. Dari 
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wawancara yang dilakukan peneliti kepada Sekretaris Umum DPD 
II Golkar Makassar, Ir Farouk M. Betta mengatakan bahwa : 
“Partai Golkar adalah partai yang telah mapan dari segi 
apapun tak terkecuali dalam proses pengambilan keputusan, 
ini tentunya menjadi keputusan yang telah dipertimbangkan 
dengan baik oleh DPP jadi apapun keputusan yang telah 
dikeluarkan, sebagai kader wajib untuk mematuhi dan 
melaksanakannya….”18 
 
 
Dari wawancara tersebut jelas bahwa keputusan partai 
merupakan keputusan yang wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan. 
Peneliti melihat bahwa segala kebijakan yang telah diputuskan oleh 
partai dalam hal ini Partai Golkar merupakan amanah dan 
senantiasa tetap harus dikawal pada tataran implementasi. Adanya 
proses demokratis dalam suatu partai merupakan variabel yang 
menentukan apakah partai itu terinstitusionalisasi dengan baik atau 
tidak, melakukan musyawarah terhadap pembahasan dan 
penentuan suatu keputusan kepada semua elemen partai akan 
lebih mendorong terciptanya suatu keputusan yang akan diterima. 
Namun bila keputusan itu lahir dari suatu proses yang jauh dari 
azas-azas demokrasi tentunya akan menimbulkan masalah 
sehingga memicu terjadinya distabilitas dan mudah terjadi konflik 
ditataran internal suatu partai.  
Partai Golkar telah memiliki aturan dan mekanisme baku 
sehingga dalam proses sekiranya semua pihak yang memiliki 
                                                             
18
 Wawancara langsung Farouk M. Betta pukul 10.20 pada tanggal 02 September 2013 
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otoritas dalam proses pengambilan keputusan lebih 
mengedepankan azas demokrasi dan tetap berpegang pada aturan 
yang telah disepakati. Rekomendasi yang turun kepada pasangan 
calon Supomo Guntur dan Kadir Halid (SuKa) dari DPP Golkar 
setidaknya mampu untuk dipertanggungjawabkan dan 
disosialisasikan kepada seluruh kader Golkar agar spekulasi 
terhadap pelanggaran mekanisme dapat dihindari. Pentingnya 
suatu partai dalam hal ini Partai Golkar menjelaskan agar 
konsolidasi internal tetap terjaga dalam memenangkan pasangan 
“SuKa” di Pilwalkot Makassar. 
Dengan menggunakan pendekatan institusionalisasi partai 
dalam menganalisa, peneliti akan mencoba menguraikan 
sejauhmana kesiapan DPD II Golkar Makassar menghadapi 
pilwalkot dengan melihat kondisi atau masalah yang timbul pada 
proses konsolidasi di internal partai Golkar Makassar dan 
penyelesaian masalah yang terjadi agar tujuan partai dapat 
tercapai. 
A. Keutuhan Internal 
Suatu keutuhan partai dapat dilihat dari ada tidaknya 
pembelahan dalam partai (faksionalisme internal). Adanya dialog 
dalam partai memang prasyarat penting bagi tumbuhnya wacana 
yang sehat, namun tumbuhnya perdebatan bahkan lahirnya 
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faksionalisme dalam partai akan dapat merugikan pengembangan 
partai politik ke depan. 
Posisi DPD I Golkar Sulawesi Selatan yang menjadi polemik 
diantara kader yakni kurang di setujuinya pasangan SuKa dapat 
dilihat dari beberapa agenda yang tidak dihadiri oleh ketua umum 
DPD I Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo. Gambaran 
ini menjelaskan bahwa kurang aktifnya para pengurus DPD I 
Golkar untuk turun langsung pada proses pemenangan. Syahrul 
dinilai lebih mendukung saudaranya Irman Yasin Limpo yang juga 
maju sebagai kandidat Walikota dari partai lain. Dari wawancara 
peneliti dengan bapak Iswan S. Utomo menanggapi hubungan DPD 
I dengan DPD II mengatakan bahwa : 
"Beliau (Syahrul Yasin Limpo) sudah menegaskan tidak 
pernah hadir kampanye di kandidat Golkar di daerah lain 
kecuali saat memang dianggap ada masalah di daerah 
tertentu yang akan menggelar pemilukada. Selama ini kami 
di Golkar memandang beliau masih mendukung SuKa, 
beliau selalu menitip pesan saat pertemuan-pertemuan 
Golkar, baik melalui Korwil Golkar Makassar (Yagkin 
Padjalangi) maupun Pak Moh Roem untuk solid 
memenangkan SuKa."19 
 
Dari wawancara di atas, dengan jelas pengurus DPD II 
Golkar Makassar tetap berpegang teguh terhadap keyakinan 
bahwa mesin partai akan bekerja maksimal dengan dukungan 
penuh dari DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Ketidakhadiran Syahrul 
pada beberapa acara pemenangan pasangan SuKa merupakan hal 
                                                             
19
 Wawancara langsung Iswan S. Utomo pukul 14.40 pada tanggal 20 Agustus 2013 
62 
 
yang dianggap wajar melihat posisi Syahrul Yasin Limpo yang juga 
Gubernur Sulawesi Selatan bertanggung jawab terhadap jalannya 
pemilukada yang damai dan sukses. 
Majunya Irman Yasin Limpo (None) sebagai kandidat 
Walikota Makassar berpasangan dengan Ketua PAN Kota 
Makassar, Busrah Abdullah, merupakan salah satu yang 
mengganggu konsolidasi internal di Golkar. Kehadiran None 
sebagai kontestan merubah secara drastis peta politik yang ada. 
None selama ini memiliki banyak loyalis di tubuh DPD II Golkar 
Makassar maupun DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Sinyalemen itu 
rasional, karena selain sebagai adik kandung Ketua DPD I Golkar 
Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, None juga selalu menjadi aktor 
belakang layar dalam setiap event politik yang melibatkan Golkar di 
Sulawesi Selatan. Interaksi yang begitu panjang dengan sejumlah 
kader Golkar di Sulawesi Selatan memang memungkinkan None 
punya banyak loyalis ditubuh Partai Golkar yang dapat mengancam 
konsolidasi Golkar untuk memenangkan SuKa. Menurut bapak Ir. 
Farouk M. Betta bahwa : 
“Demokrasi memberi jaminan kepada Pak None untuk maju 
di pilwalkot dan itu hak beliau. Semua kader Golkar tahu 
yang mana mesti didahulukan walaupun secara emosional 
ada hubungan tetapi komitmen Golkar untuk memenangkan 
SuKa merupakan keputusan final dan tidak pernah ada faksi 
di Golkar Makassar yang akan mengancam solidaritas partai 
menjelang pilwalkot.”20 
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Bila melihat wawancara di atas jelas bahwa DPD II Golkar 
Makassar akan tetap mengawal keputusan DPP dalam 
memenangkan pasangan SuKa walaupun majunya Irman Yasin 
Limpo merupakan indikasi adanya perpecahan. Kader Golkar 
tentunya lebih mengutamakan kepentingan partai ketimbang 
kepentingan pribadi walaupun hal ini tidak mudah, karena selalu 
saja ada upaya-upaya memecah-belah partai oleh segelintir orang 
yang mengatasnamakan partai dan berusaha membuat partai sulit 
untuk menjadi solid dan tunggal melalui pertarungan tertutup. 
Wawancara peneliti dengan Muhammad Arsyad mengenai 
hubungan keputusan DPP terhadap pasangan “SuKa” dengan 
majunya “None” di Pilwalkot Makassar yang mengatakan bahwa : 
“Saya kira keputusan DPP itu (rekomendasi pasangan 
SuKa) adalah keputusan yang subjektif oleh segelintir elit di 
pusat yang tidak melibatkan pengurus partai di daerah. Saya 
sebagai kader muda di Golkar tentunya akan melawan 
keputusan ini. Bagi saya, Pak None merupakan salah satu 
alternatif atas kekecewaan tersebut, bila DPP konsisten 
terhadap mekanisme tentunya Pak Aru yang pantas 
mendampingi Supomo dan bentuk perlawanan ini tidak akan 
pernah ada.”21 
 
Dari hasil wawancara di atas jelas bahwa apa yang 
dilakukan beberapa kader atau anggota partai merupakan bentuk 
ketidakpuasan terhadap pengusungan Kadir Halid sebagai calon 
wakil walikota mendampingi Supomo Guntur. Bila melihat potensi 
terjadinya pembangkangan terhadap keputusan sangat terbuka 
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ketika adanya pilihan alternatif yang akan mengisi kekecewaan 
tersebut. Deklarasi yang dilakukan oleh beberapa kader partai 
untuk berpindah kepada pasangan lain merupakan salah satu 
bentuk perlawanan. Adanya beberapa banner yang menyatakan 
“Saya Golkar, Saya None” adalah pernyataan terbuka dari 
beberapa kader diantaranya Muhammad Arsyad, Andi Dirga Baso, 
dan Fatimah Sinrang. Bila hal ini terus menjadi polemik 
berkepanjangan akan sangat riskan karena dapat menggangu 
keutuhan internal yang berakibat tidak solidnya Partai Golkar di 
Pilwalkot Makassar. Atas permasalahan tersebut, DPD II Golkar 
Makassar kemudian bereaksi dengan mengeluarkan surat 
pemecatan terhadap ketiga kader Golkar tersebut. Seperti dari 
wawancara peneliti dengan bapak Iswan S. Utomo bahwa: 
“Benar bahwa DPD Golkar Makassar telah mengeluarkan 
surat pemecatan terhadap tiga orang kader Golkar yang 
secara terang-terangan melawan keputusan partai yakni 
mendukung salah satu pasangan calon, ketiganya tak lagi 
memiliki hak dan kewenangan dalam partai serta tak boleh 
mengatasnamakan partai dan menggunakan atribut partai di 
Golkar sudah sangat jelas bahwa mekanisme yang diatur 
terhadap kader yang melawan keputusan partai yakni 
dikeluarkan dari kepengurusan atau bahkan sanksi 
pemecatan.”22 
 
Salah satu variabel yang harus tetap dijaga suatu partai 
yakni peneggakkan aturan terhadap segala bentuk yang dapat 
memecah belah partai. Pemecatan terhadap ketiga orang kader 
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Golkar Makassar merupakan langkah yang tepat untuk tetap 
mengawal keputusan partai. Dari sisi keorganisasian partai hal ini 
akan menjadi bukti bahwa partai akan serius melihat segala potensi 
yang mengancam integrasi partai dengan menjatuhkan sanksi 
sesuai aturan, mekanisme ataupun prosedur yang telah ada. Kader 
Golkar Makassar harus berpikir matang jika ingin melawan 
kebijakan partai di pilwalkot. Jika tidak mendukung pasangan yang 
diusung partai Golkar maka sanksi siap dijatuhkan sesuai yang 
diutarakan oleh Ir. Farouk M. Betta yang mengatakan bahwa : 
“Semua kader wajib hukumnya untuk medukung keputusan 
partai jika ada indikasi pembangkangan, partai akan 
menjatuhkan sanksi tegas bagi kader yang melawan, 
bahkan untuk para caleg Golkar dapil Makassar yang telah 
diinstruksikan mensosialisasikan pasangan SuKa akan 
terkena sanksi pencoretan dari daftar caleg Golkar bila 
mengindahkan instruksi tersebut.”23 
 
Institusionalisasi partai melihat sejauhmana partai dapat 
membangun demokrasi di tubuh partai sehingga dimensi internal ini 
menjadi sangat penting, karena sebuah partai akan mampu 
berkompetisi dalam sebuah pemilu, maupun melaksanakan 
berbagai agenda dan fungsi yang dibebankan kepadanya, jika 
secara internal partai telah terkonsolidasi dan terlembaga, 
meskipun kemudian faktor-faktor eksternalitas tidak dapat lepas 
dari proses pelembagaan ini. Namun jika secara internal saja partai 
bermasalah, maka akan kecil harapannya partai dapat berkembang 
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menjadi sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Partai 
Golkar tentunya harus tetap mengutamakan proses pelembagaan 
di internal baik itu secara struktur dan kultur agar tetap menjadi 
partai yang mampu menjunjung tinggi hak demokrasi setiap 
kadernya. 
B. Ketangguhan Organisasi 
Partai politik memiliki tujuan dan kepentingan untuk meraih 
konstituen guna pembangunan legitimasi politik dirinya. Tujuan 
tersebut dapat tercapai apabila partai politik berhasil menyebarkan 
sumber dayanya ke level-level yang lebih rendah daripada di 
tingkat Pusat/Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan 
partai politik di semua level adminitrasi pemerintahan perlu 
dibangun sedemikian rupa, sehingga sumber-sumber daya 
(manusia, finansial, serta metode) dapat bekerja demi kepentingan 
dan tujuan partai politik dalam jangka pendek dan jangka panjang. 
Dari wawancara peneliti mengenai sejauhmana ketangguhan Partai 
Golkar di Kota Makassar dikatakan oleh bapak Usman M. Sadjin, 
SE MM, AK bahwa : 
“DPD II Partai Golkar Makassar membawahi 14 Pimcam dan 
143 Pimlur serta sayap partai yakni AMPG dan KPPG dan 
untuk anggota legislatif periode 2009-2014 yang duduk di 
DPRD Kota Makassar sebanyak 11 orang dalam 1 fraksi. 
Bapak Supomo Guntur yang ketua umum di DPD II Golkar 
Makassar merupakan Wakil Walikota Makassar”24 
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Dari wawancara di atas peneliti melihat pada Pilwalkot 
Makassar 2013, Partai Golkar memiliki target untuk menang hal ini 
tentunya realistis ketika kondisi kekuatan Partai Golkar di 
Makassar, Partai Golkar merupakan partai yang memiliki 1 fraksi di 
DPRD Kota Makassar dengan 11 kursi dan mampu memenangkan 
Pilwalkot Makassar tahun 2008 lewat pasangan Ilham Arif 
Sirajuddin dan Supomo Guntur. DPD II Golkar Kota Makassar 
membawahi 14 Pimpinan Kecamatan (Pimcam) dan 143 Pimpinan 
Kelurahan (Pimlur), serta sayap partai yaitu AMPG dan KPPG Kota 
Makassar. Menurut bapak Iswan S. Utomo mengatakan bahwa : 
“Seluruh pengurus harus tetap solid dari tingkat kelurahan 
hingga DPD II untuk terus aktif memenangkan Supomo-
Kadir, jika semua unsur dalam partai solid, maka SuKa akan 
menang pada pilwalkot Makassar.”25 
 
Bila melihat kondisi ini, mesin partai Golkar telah siap untuk 
menghadapi pilwalkot 2013, dengan catatan semua kader dapat 
bekerja secara maksimal dan solid memenangkan pasangan 
“SuKa”. Konsolidasi Internal yang dilakukan sebuah partai 
merupakan sebuah proses dimana proses penguatan internal 
menuju berjalannya mesin partai. Hal tersebut kemudian 
diakomodir untuk bisa menguatkan serta menjalankan mesin partai 
agar dapat menuju sebuah kemenangan dalam pemilukada 
walaupun tidak jarang kemudian di dalamnya terdapat dinamika-
dinamika yang dapat menimbulkan perpecahan di tubuh internal 
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partai. Namun dalam proses itu, partai dapat mengidentifikasi 
perpecahan, mencari resolusi penyelesaian, dan menyatukan 
kembali persepsi dan tujuan partai dalam menghadapi kompetisi 
seperti pemilukada. 
Majunya Irman Yasin Limpo (None) tentunya sangat 
mempengaruhi ketangguhan organisasi Golkar. None yang 
memiliki sejarah panjang dengan banyak kader Golkar di DPD I 
Sulsel maupun DPD II Makassar dapat memecah belah kekuatan 
Golkar di Pilwalkot Makassar. Posisi DPD I yang tidak pro-aktif 
memenangkan pasangan SuKa memberikan gambaran bahwa 
adanya beberapa pengurus yang lebih memihak kepada None. Dari 
wawancara peneliti dengan Muhammad Arsyad yang mengatakan 
bahwa ; 
“saya pribadi dari Golkar sekarang mendukung Noah (None-
Busrah) dan akan banyak lagi kader Golkar lainnya yang 
akan merapat untuk mendukung Noah baik dari DPD II 
Makassar maupun yang ada di DPD I Sulsel dengan alasan 
yang sama pastinya menolak paket SuKa”.26 
 
Bila melihat wawancara di atas, secara tidak langsung 
potensi untuk memaksimalkan kerja mesin partai di pilwalkot 
sangat tidak mungkin. Banyaknya kader yang secara terbuka 
ataupun tertutup mendukung pasangan yang tidak diusung oleh 
Partai Golkar yakni Noah mengindikasikan bahwa pengaruh 
majunya None terhadap dukungan kader Golkar di Makassar 
                                                             
26 Wawancara langsung Muhammad Arsyad pukul 16.30 pada tanggal 22 Juli 2013 
 
69 
 
kepada pasangan SuKa akan terpecah dan terjadi faksi yang 
nantinya tidak dapat memaksimalkan kerja partai. Syahrul Yasin 
Limpo yang memiliki kekuatan (power) di DPD I Golkar Sulsel 
sebagai ketua umum akan sangat mempengaruhi kerja partai bila 
tidak secara terbuka mendukung dan aktif memenangkan 
pasangan SuKa di pilwalkot. Bagi pasangan SuKa, dukungan dari 
DPD I menjadi penting karena besarnya kekuatan mesin partai dari 
DPD I yang kebanyakan pengurusnya berdomisili di Kota Makassar 
dan mempunyai relasi langsung terhadap basis-basis suara pasca 
Pilgub Sulawesi Selatan 2013. 
C. Identitas Politik Partai 
Identitas partai menjadi penting ketika ia berupaya untuk 
mengejar jabatan di pemerintahan. Karena itu gagasan yang jelas 
dan konstruktif, prinsip-prinsip yang berorientasi publik, pelibatan 
anggota partai, serta program-program yang matang menjadi citra 
yang perlu dibangun dalam mengonstruksi identitas partai yang 
kuat. Dukungan suara pada partai politik memerlukan strategi yang 
jitu dan konkret.  
Partai Golkar merupakan partai yang secara historis telah 
berkembang dan maju sebagai sebuah partai politik modern. Partai 
yang mampu merubah paradigma lama yang lebih fragmatis 
terhadap perebutan kekuasaan sehingga mengidentikan partai 
Golkar sebagai partai penguasa kearah paradigma baru yang lebih 
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inklusif (terbuka) dan plural (majemuk) dengan mengutamakan 
kepentingan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan yang 
merata tidak lagi menjadi partai yang tertutup (eksklusif) hanya 
untuk kepentingan elit penguasa semata. Dari wawancara dengan 
bapak Iswan S. Utomo mengatakan bahwa : 
”Partai Golkar merupakan partai yang memihak kepada 
kepentingan rakyat. Nilai kekaryaan yang tertanam terhadap 
kader yakni semua kader Golkar merupakan kader yang 
akan selalu berkarya untuk rakyat dan mengawal suara 
rakyat karena suara Golkar adalah suara rakyat”.27 
 
Slogan “Suara Golkar, Suara Rakyat” telah memberikan 
identitas kepada partai Golkar sebagai partai yang pro terhadap 
rakyat dan partai yang mengawal aspirasi rakyat. Hal ini 
memberikan gambaran bahwa partai Golkar kini menjadi partai 
yang lebih terbuka untuk mendahulukan kepentingan rakyat dalam 
hal ini masyarakat bawah (grassroot) dan tidak lagi menjadi partai 
yang hanya berorientasi terhadap kekuasaan semata untuk 
kepentingan elit dan golongan. 
Bila melihat kondisi yang ada di Partai Golkar Makassar, 
dalam menghadapi pilwalkot, dinamika yang terjadi tentunya sangat 
mempengaruhi identitas partai karena kesan partai yang 
mengutamakan kepentingan rakyat, bagi beberapa kader dianggap 
tidak lagi pro terhadap rakyat namun pro terhadap kekuasaan elit-
elit yang bermain di internal partai. Keputusan mengusung 
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pasangan SuKa di Pilwalkot Makassar hanya akan menguntungkan 
elit-elit DPP Golkar. Dari wawancara dengan Muhammad Arsyad 
yakni : 
“Suara golkar itukan suara rakyat, bukan suara yang 
mewakili kepentingan elit. Bagaimana mungkin Golkar 
mampu untuk memihak ke rakyat sedangkan di internal saja, 
proses pengambilan keputusan hanya mementingkan elit 
semata tanpa melihat usulan DPD yang nota bene tahu 
dengan kondisi dibawah, ini bukan pembelajaran politik yang 
baik untuk masyarakat dan kader-kader di daerah 
tentunya”.28 
 
Dari wawancara di atas, penulis dapat mendeskripsikan 
bahwa DPP Partai Golkar tidak mampu menjalankan platform partai 
dengan baik karena kurang mampunya DPP Partai Golkar untuk 
mengelola aspirasi di internal partai menjadi suatu keputusan yang 
memihak kepada kepentingan kader di daerah yang tahu dengan 
kondisi yang ada. Hal ini menjadi kegagalan Partai Golkar dalam 
menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya 
masyarakat Makassar. Kesan yang timbul kemudian dari adanya 
dinamika internal di DPD II Golkar Makassar yakni partai yang 
masih tetap berorientasi kepada kekuasaan dan kepentingan elit 
semata sehingga pandangan masyarakat akan sangat berpengaruh 
terhadap hasil dipilwalkot nantinya. 
Pada Pilwalkot Makassar tahun 2013, Partai Golkar lewat 
DPD II Golkar Makassar tetap menjaga konsolidasi internal agar 
tidak mudah untuk digoyahkan oleh kandidat lain, bila dinamika 
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yang terjadi pada saat turunnya rekomendasi hingga pada proses 
tahapan pilwalkot, tidak dapat dikelola dengan baik melalui 
mekanisme yang telah diatur dalam AD/ART ataupun peraturan 
organisasi besar kemungkinan Golkar tidak dapat menang di 
Pilwalkot Makassar. Menjalankan mekanisme yang telah diatur 
tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi partai, 
misalnya adanya ancaman pemecatan kepada kader yang tidak 
mendukung pemenangan SuKa di Pilwalkot Makassar dapat 
menstimulus seluruh kader untuk aktif pada proses pemenangan. 
Hal ini menjadi tekanan untuk kader lebih mempolakan kepentingan 
pribadi kepada kepentingan atau tujuan partai yang lebih besar dan 
dinamika yang terjadi akan menuju ke arah solidaritas partai. 
Partai politik dalam menjalankan fungsi dan tujuan harus di 
barengi dengan semangat demokrasi disebabkan latar belakang 
partai politik sebagai salah satu institusi yang sangat penting di 
dalam proses demokrasi. Partai politik seharusnya mengutamakan 
proses pelembagaan (institusionalisasi) yakni penguatan ditataran 
internal maupun eksternal partai. Kondisi internal partai menjadi 
faktor utama bagi partai dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, 
bila kondisi internal partai kondusif dan konflik internal dapat 
dikelola dengan baik proses yang dijalankan partaipun akan baik 
tetapi bila kondisi ini bertolak belakang, partai tidak dapat 
mengelola konflik di internalnya tidak mustahil partai akan semakin 
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terpuruk. Oleh sebab itu, pentingnya mengatur mekanisme partai 
yang tertuang dalam produk peraturan seperti AD/ART atau 
peraturan lainnya untuk senantiasa menjaga dinamika dan pola-
pola interaksi di tubuh partai. 
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BAB. VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Proses konsolidasi yang dibangun oleh Partai Golkar 
Makassar menjelang pilwalkot merupakan hal-hal yang menjadi inti 
penelitian ini. Dinamika yang terjadi tentunya akan membawa 
kearah solidaritas bila mampu dikelola dengan baik tetapi bila 
dinamika tersebut tidak dapat dikelola dengan baik akan berujung 
pada perpecahan dan kekalahan pada Pilwalkot Makassar nanti. 
Masalah yang ada pada Partai Golkar Makassar menjelang 
Pilwalkot 2013 yaitu permasalahan yang sangat kompleks karena 
budaya dan mekanisme demokrasi tidak dijalankan secara 
konsekuen. Dalam pengambilan keputusan, seringkali mekanisme 
demokrasi tidak berjalan karena kuatnya peran pemimpin maupun 
kekuatan oligarki di partai. Proses bottom-up untuk pengembangan 
kebijakan maupun pilihan politik partai, apalagi yang menyangkut 
candidacy hampir tidak berjalan di partai. Bahkan untuk penentuan 
kandidat yang akan didukung dalam pemilukada, peran pimpinan 
pusat parpol sangat dominan. Dari sini peneliti berkesimpulan 
bahwa adanya perlawanan dari beberapa kader muda terhadap 
keputusan DPP Partai Golkar dalam rekomendasi dukungan 
dikarenakan penetapan pasangan Supomo Guntur dan Kadir Halid 
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pada Pilwalkot Makassar tidak sesuai dengan mekanisme yang ada 
di Partai Golkar. DPP mengindahkan hasil dari konsolidasi yang 
telah lama dibangun kader di tingkat pengurus lokal untuk 
mengutamakan calon yang dapat diterima di masyarakat Makassar 
dan juga di internal Golkar Makassar. 
Dinamika yang terjadi juga sangat mempengaruhi solidaritas 
kader Golkar terhadap usungan Partai Golkar yaitu pasangan 
SuKa. Seperti kurangnya dukungan langsung dari DPD I Golkar 
Sulawesi Selatan terhadap pemenangan SuKa di Pilwalkot 
Makassar mengindikasikan terjadinya perpecahan di internal partai. 
Selain itu, majunya Irman Yasin Limpo (None) menjadikan 
beberapa kader memilih untuk solid ke None ketimbang 
mensosialisasikan usungan partai Golkar walaupun DPD II Golkar 
Makassar secara tegas menindak kader yang telah melawan 
keputusan partai dengan sanksi pemecatan. 
Bila melihat dinamika yang terjadi di internal Golkar 
Makassar dari sudut pandang institusionalisasi partai jelas bahwa 
keputusan yang lahir dari proses yang tidak demokratis akan 
menjauhkan partai dari proses institusionalisasi. Partai seharusnya 
mampu untuk membuka musyawarah terhadap keinginan kader di 
tataran grassroot agar terciptanya konsensus terhadap jalannya 
keputusan nantinya. Kemudian pengaruh model kepemimpinan 
yang oligarki dalam pembuatan keputusan sangat kontradiktif 
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dengan semangat demokrasi bila dilihat Partai Golkar yang 
merupakan partai yang berkomitmen pada demokrasi. Bila hal ini 
tidak dapat dikelola nantinya akan sangat berpengaruh pada hasil 
pilwalkot karena partai yang siap menghadapi suatu kontestasi 
politik adalah partai yang secara internal mampu untuk 
menjalankan mesin-mesin partai dalam pencapaian tujuan partai 
dan kondisi di Golkar Makassar masih belum maksimal dalam 
memenangkan pasangan SuKa dan ketika hal ini stagnan hingga 
hari pemungutan suara, bukan hal yang luar biasa ketika Golkar 
akan kalah di Pilwalkot Makassar 2013. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu : 
1. Semangat demokrasi harus tetap dijalankan di Partai Golkar 
karena pentingnya suatu partai terlembaga dengan baik lewat 
proses institusionalisasi menuju ke partai yang nantinya mapan 
secara struktur-kultur dan internal-eksternal. 
2. Memberikan pemahaman terhadap kader-kader partai tentang 
pentingnya menjaga dan mengawal suatu keputusan yang telah 
ditetapkan partai. 
3. Partai Golkar diharapkan mampu untuk menjunjung nilai 
transparansi pada proses pengambilan keputusan agar 
terciptanya stabilitas di tataran internal maupun eksternal partai. 
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4. Dinamika yang terjadi di internal Golkar Makassar harus sedini 
mungkin dijauhkan dari perpecahan yang berujung konflik 
internal dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan 
disepakati bersama dalam AD/ART maupun peraturan 
organisasi. 
5. DPD II Golkar Makassar diharapkan mampu untuk 
memaksimalkan proses konsolidasi internal dalam 
memenangkan pasangan SuKa hingga ke level terbawah.  
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